SALINAN

SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN
SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 24 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang a. bahwa dalam rangka pelaksanaan program

penyederhanaan birokrasi, perlu menata kembali

organisasi dan tata kerja Sekretariat Jenderal Dewan

Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;

b. bahwa penataan organisast dan tata kerja

sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah

mendapatkan persetujuan tertulis Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi dalam surat Nomor

B/1228/M.KT.01/2021 Perihal Penataan Organisasi

dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan

Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;



Mengingat

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tentang
Perubahan atas Peraturan Sekretaris Jenderal
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat

Republik Indonesia;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang
Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182,
Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia
Nomor 5568), sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6396);

Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2020 tentang
Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia Lembaran Ne ara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 39);

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 1 Tahun
2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 667);

Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan

Rakyat Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021



Menetapkan

tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat
Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik

Indonesia;

MEMUTUSKAN:

PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2021
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT REPUBLIK INDONESIA.

Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Sekretaris
Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat

Republik Indonesia diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 204 diubah sehingga berbunyi
sebagai berikut:
Pasal 204
Bagian Perencanaan dan Pola Karier Aparatur Sipil

Negara terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

2. Pasal 205 dihapus.

3. Ketentuan Pasal 208 diubah sehingga berbunyi

sebagai berikut:



Pasal 208
Bagian Manajemen Kinerja dan Informasi Aparatur
Sipil Negara terdiri atas Kelompok Jabatan

Fungsional.

Pasal 209 dihapus.

Ketentuan Pasal 212 diubah sehingga berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 212
Bagian Manajemen Sumber Daya Manusia Non
Aparatur Sipil Negara terdiri atas Kelompok Jabatan

Fungsional.

Pasal 213 dihapus.

Ketentuan Pasal 216 diubah sehingga berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 216
Bagian Pembinaan Jabatan Fungsional terdiri atas

Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 217 dihapus.

Ketentuan Pasal 345 diubah sehingga berbunyi
sebagai berikut:
Pasal 345

(1) Di Lingkungan Seckretariat Jenderal dapat
dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional sesuali
kebutuhan.

(2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai
tugas memberikan pelayanan fungsional dalam

pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan



(3)

(4)

(5)

Pimpinan Tinggi Pratama sesuai dengan bidang
keahlian dan keterampilan.

Dalam  pelaksanaan tugas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan Koordinator
Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional sesuai
dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi
Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama masing-
masing.

Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan
Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
mempunyar tugas mengoordinasikan dan
mengelola kegiatan pelayanan fungsional sesuai
dengan bidang tugas masing-masing.
Ketentuan lebih lanjut mengenai pembagian
tugas Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan

Fungsional ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal.

10. Ketentuan Pasal 346 diubah sehingga berbunyi

sebagai berikut:

(1)

(2)

(3)

Pasal 346

Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari
berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan
bidang keahliannya yang pengangkatannya
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional
sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
ditentukan berdasarkan kebutuhan yang
didasari atas analisis jabatan dan beban kerja.
Tugas, jenis, dan jenjang Kelompok Jabatan

Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)



diatur lebih lanjut di dalam peraturan
perundang-undangan yang mengatur jabatan

fungsional masing-masing.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal 30 Desember 2021
SEKRETARIS JENDERAL,

ttd.

INDRA ISKANDAR.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat

ttd.

Arini Wijayanti, S.H., M.H.



LAMPIRAN

PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 24 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN
ATAS PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG ORGANISASI DAN
TATA KERJA SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

PIMPAINAN DPRRI = o e o o o o o o o o o o e e e 1

== T E n 0 " T
] I j
EPUN | 3 it B P AL L Il
.- 7
... PU !
' JEPUTI BIOANRG ,,. h,

- S '|" - i ',
- -
ToRe Ty oMY




]
»No

HARRRRRRRARRE

LT
ANNRRNARk
















i
L




" g _vnl "‘.‘. "‘F'_ '.:
| KeLowpok aaTaN

Sefrksboiind

VY ] :.'r.;_. NiaL L in -; J
il Wil
foty nal

] e

AR




A0

ﬂf“ ol e IR 1L e R
| KELOMPOKJABATAN
"li‘l.’.'i.i.fg-;..ih_' i




i (]

it
Il



= ilNh=




(| [ ot | [ |




-13-







i

4

IONAL




=TT ; = —l.'l --- B 7 -
B 4L e et g g




-17-

INSPEKTORAT UTAMA
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INSPEKTORAT UTAMA

SEKRETARIS JENDERAL,

INDRA ISKANDAR-





